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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 131 a TAHUN 2000

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG 

RETRIBUSI PASAR
BUPATI BANTUL

Menimbang :
a.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 5 Tahun 2000; 

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarka npertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapka keputusan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar; 

Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ,Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Daerah 

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusio Daerah ;

7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan  Daerah Tingkat II 

8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang komponen Penetapan Tarif Retribusi;

9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Admnistrsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Seri B Nomor 5 Tahun 2000);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatana lingkungan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 10 Tahun 2000);

M E M U T U S K A N 

Menetapkan 
:

PERTAMA
:
Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang  Retribusi Pasar, sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1)

a. Orang pribadi atau badan yang berhak mendapat izin adalah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bantul.

b. Setiap pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) izin bangunan kios atau los.Pelaksanan Pemungutan Retribusi 

c. Apabila pengguna kios atau los tidak memiliki izin ,Bupati berwenang menutup kios atau los tersebut.

2. Pasal 2 ayat (2) 

a. Izin penggunaan kios berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan kembali. 

b. Keterlambatan pengajuan permohonan kembali izin penggunaan kios dikenakan biaya keterlambatan sebesar Rp. 2.500,00 Per bulan.

c. Izin penggunaan los berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan kembali. 

d. Keterlambatan pengajuan permohonan kembali izin penggunaan los dikenakan biaya keterlambatan sebesar Rp. 500,00 Per bulan.

3. Pasal 2 ayat (4)

a. Untuk memperoleh izin penggunaan kios pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Bantul melelui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :

1) foto kopi KTP/ kartu keluarga 1 (satu) lembar.

2) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

3) Surat Keternagan dari Pemerintah Desa setempat 1 (satu) lembar.

4) Foto kopi pembeyaran retribusi yang lama 1 9satu) lembar

5) Foto kopi izin pnggunaan kios atau los yang lama bagi yan mengajukan permohonan kembali

6) Surat pernyataan untuk meggunakan kios.

7) Surat kesanggupan untuk membayar retribusi tepat waktu.

b. Untuk memperoleh izin penggunaan los pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan diketahui oleh koordinator petugas pasar yang bersangkutan.

c. Bentuk surat izin penggunaa kios atau los sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

d. Prosedur pengajuan izin penggunaan kios atau los adalah sebagai berikut :

1) Pemohon datang sendiri ke akntor dinas Pendapatan Daerah untuk mengmbil blangko permohonan.

2) Setelah semua persyaratan diterima Dinas Pendapatan Daerah secara lengkap, maka dibuatkan bukti penyerahan berkas dan bukti pembayaran biaya administrasi izin.

3) Izin penggunaan kios ditanda tangani oleh Bupati Bantul dan Izin Penggunaan los oleh kepala dinas Pendapatana Daerah.

4) Setelah Izin diterbitkan, maka kepal dinas Pendapatan Daerah meberikan izin kepada  pemohon .

4. Pasal 3 huruf a

a. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka pemegang izin dikenakan biaya keamanan dan ketertiban sebesar Rp. 500,00 Setiap bulan.

b. Untuk menjaga kebersihan maka pemegang izin dikenakan biaya kebersihan sebesar Rp. 100,00 Setiap hari.

5. Pasal 3 hurufb

Pemegang izin waqjib melaporkan setiap kerusakan bangunan paling lama 1 (satu) hari setelah terjadinya kerusakan kepada Bupati Bantul cq. Dinas Penfaapatan Daerah dengan disertai jenis dan besarnya kerusakan.

6. Pasal 3 huruf c

Apabila pemberian izin bermaksud menghentikan penggunaan kios dan atau los, makqa selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum penghentian tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati Bantul cq. Dinas pendapatan Daerah dengan disertai penyerahan izin penggunaan kios dan atau los serta kartu pembayaran retribusi.

7. Pasal 3 huruf d

Pemegang izin wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

1) Pemegang izin yang tidak membeyar retribusi selam 3 (tiga) bulan berturut-turut dan setelah mendapatkan peringatan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu pemegang izin tidak memnuhinya maka Bupati Bantul berwenang mencabut izin yang telah diberikan.

2) Apabila pemegang izin meniggal dunia maka selambat-lambatnya 20 (dua Puluh) hari setelah itu ahli waris pemegang izin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Bantul cq. Dinas Pendapatan Daerah dengan disertai keterangan akan melanjutkan atau menghentikan penyewaan kios dimaksud.

3) Apabila ahli waris bermaksud menghentikan penyewaan kios atau los mak izin yang dimiliki harus dikembalikan kepada Bupati Bantul cq. Dinas Pendapatan Daerah serta kios atao los dikembalikan dalam keadaan kosong dan selanjutnya berlaku prosedur pengajuan izin baru

.

8. pasal 5 huruf a

Pemegang izin yang diketahui telah menambah, mengubah dan mengurangi bangunan maka kepadanya wajib mengembalikan bangunan dalam bentuk semula atau asli nya .

9. Pasal 5 huruf b

Pemegang izin kios atau los yang menggunakan kios atau los untuk kegiatan lain selain yang tersebut dalam surat izin atau surat pemberitahuan maka pemegang izin harus memberitahukan penggunaan kios atau los tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah Untuk diadakan pembaharuan izin.

10. pasal 5 huruf c

Apabila kios atau los dipergunakan untuk usaha/perdaqgangan barang-barang yang membahayakan atau mengganggu ketertioban um,um maka Bupati Bantul berwenag secara langsung mencabut izin nya.

11. Pasal 13 ayat (3)

Penetapan kelas Pasar di Kabupatren Bantul adlah sebagai berikut :

a. Pasar Kelas I

1) Pasar Bantul

2) Pasar Niten

3) Pasar Piyungan

4) Pasar Panasan

5) Pasar Imogiri

6) Pasar Manggiran

7) Pasar Angkruk Sari

8) Pasar Jejeran 

9) Pasar Pleret

10) Pasar Barongan 

11) Pasar Sorobayan 

12) Pasar Celep

13) Pasar Pundong

b. Pasar Kelas II

1) Pasar Gumulan

2) Pasar Sangkeh

3) Pasar Turi

4) Pasar Dlinggo

5) Pasar gatak

6) Pasar koripan

7) Pasar Ngipik

8) Pasar Bendosari

9) Pasar Gesikan

10) Pasar Semampir

c. Pasar Kelas III

1) Pasar Sungapan

2) Pasar Grogol

3) Pasar Jlagran

12. Pasal 15 

Masa pembayaran retribusi kios adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan dan dalam pelaksanaan nya ldapat dibayar secara harian.

13. Pasal 18 ayat (3)

Benuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokuen lain yang dipersamakan sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini.

14. Pasal 21 ayat (3)

Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

Wajib retribusi melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi sesuai yang telah ditetapkan dalam surat izin penggunaan kios atau los paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya pada koordinator petugas pasare setempat atau langsung kepada bendahara khusus penerima di Dinas Pendapatan Daerah untuk yang membayar secara langsung dan kepada petugas pemungut retribusi pasar untuk membayar secara harian.

15. Pasal 23 ayat (2)

Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai :

a. Surat keternagan dari pemerintah desa setempat

b. Surat keternagan dari koordinator petugas pasar setempat tentang alasan mengajukan keberatan 

16. Pasal 28 ayat (3)

Tata cara pengajuan pengurangan atau keringanan retribusi adalah sebagai berikut :

a. mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan yang ditujukan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinan Pendapatan Daerah disertai a;lasan yang jelas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi yang terutang dengan meyertakan surat izin penggunaan kios atau los yang masih berlaku dan bukti pembayaran retribusi terakhir.

b. Besarnya pengurangan atau keringanan ditetapkan oleh Bupati Bantul setelaqh diadakan penelitian dan peninjauan oleh petugas 

c. Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana tersebut huruf a, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

d. Apabila waktu sebagaiaman tersebut huruf a telah lewqat dan Bupati Bantul tidak memberikan tangaapan /jawaban maka permohonan dianggap diterima dan persetujuan segera diproses.

KEDUA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.







Disahkan di Bantul








Pada tanggal 16 Mei 2000
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BUPATI BANTUL

              ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH

KABIPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 45 TAHUN 2000

